
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.480, 2019 KEJAKSAAN. Pengendalian Gratifikasi. 

 
 

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak 

pidana korupsi serta mencegah terjadinya praktek suap 

di dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan di 

lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu 

menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang 

efektif dan efisien serta transparan; 

  b. bahwa penerapan pengendalian gratifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk memudahkan 

masyarakat, Pegawai Negeri, atau Penyelenggara Negara 

dalam menyampaikan laporan gratifikasi, meminimalisir 

konflik kepentingan, serta memberikan edukasi dalam 

melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di 

lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan 

Republik Indonesia; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5698); 

  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  

  8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 

  11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan 

Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1863); 
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  12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1069);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK 

INDONESIA.  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan: 

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Pegawai di lingkungan Kejaksaan yang selanjutnya 

disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan 

Kejaksaan yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen 

dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi. 

4. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang 

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 
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tanpa sarana elektronik. 

5. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang 

dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan 

jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya serta mengelola penerimaan dan pemberian 

Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

transparan. 

6. Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan 

yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja pada 

bidang Pengawasan yang bertanggungjawab untuk 

menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di 

lingkungan Kejaksaan. 

7. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pegawai yang 

patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat 

mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya 

secara tidak patut. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman 

pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan 

Kejaksaan. 

(2) Peraturan Kejaksaan ini bertujuan: 

a. mewujudkan kepatuhan Pegawai terhadap 

ketentuan Pengendalian Gratifikasi;  

b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja 

yang transparan dan akuntabel;  

c. membangun integritas Pegawai yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 

d. mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan publik 

atas penyelenggaraan layanan serta penegakan 

hukum. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui 

sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan 

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi 
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